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BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

bahwa Kecamatan Winongan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Winongan sebagai dokumen
perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 3 (tiga)
tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;



18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

3.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Kecamatan Winongan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga)
tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renstra
Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan
untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renja
Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan
untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB HII
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN WINONGAN

Pasal 2

Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran
dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.



(2) Renstra Kecamatan Winongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Winongan dalam menyusun
Renja Kecamatan Winongan,

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Winongan disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WINONGAN;

BABIl  : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN;

BABIV  :TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BABVI  : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Winongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

Camat Winongan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Winongan dalam
rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen
RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1} Camat Winongan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Winongan.

(2) Camat Winongan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan
yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian
dan Pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Winongan Tahun
2027, Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan
sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Winongan Tahun 2027.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 70



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN

1.

11.

TAHUN 2024 - 2026
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
Kecamatan Winongan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Winongan harus
selaras dengan RPD dalam hal perrnasalahan daerah, isu- isu strategis,
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan
subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Winongan dan
Renja Kecamatan Winongan, Kecamatan Winongan melakukan koordinasi,
sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu
penyusunan Renstra Kecamatan Winongan dilakukan dua minggu setelah
penetapan penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Winongan
meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal,
Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Winongan/lintas
Renstra Kecamatan Winongan, Perumusan Rancangan Akhir dan
Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Winongan memuat tujuan, sasaran, program,
kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Winongan yang disusun
berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 ini dapat
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Kecamatan Winongan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023
disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 158
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PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN

KECAMATAN WINONGAN
JI. Raya Winongan No. 11 Telp. (0343) 441121

RENSTRA
2024 -~ 2026




BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang
berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan
sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting
dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah
kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat
Daerah.

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Daerah, mengingat
Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023.
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
- 2026 menjadi fokus penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dioptimalkan melalui
pengembangan kawasan industri, penataan tata ruang maupun sumber daya air,
peningkatan pelayanan dasar, tata Kelola pemerintahan serta peningkatan Sumber
Daya Manusia. Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan akan fokus pada penghapusan
kemiskinan ekstrim serta stunting, sedangkan fokus Tahun 2025 yakni peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Renstra perangkat daerah sebagai dasar dalam menyusun Renja ssetiap
tahunya. Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Winongan dengan dokumen
perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sebagai salah satu fungsi dari OPD, kecamatan dituntut bersinergi dan
berintegrasi dengan OPD lainnya sebagai siakeholder dalam menyusun dokumen
perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses
kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi maupun konsultasi dengan proses
teknokratik yang dilakukan oleh OPD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Winongan tahun 2024 -
2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan
diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan
perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya rancangan
rencana pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD
Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas
sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Winongan, maka disusuniah
Renstra sebagai salah satu bagian dari manajemen pembangunan Pemerintah
Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Winongan memuat keadaan yang ingin
dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformuiasikan dalam bentuk pemyataan visi
misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam

Pembangunan Nasional
b.  Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

e. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPIPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di daerah;

Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012,
Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/S], Nomor : SE-46/MPP-
PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan
Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
(PPRG).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024
- 2026.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten

Pasuruan Tahun 2024 — 2026 aadalah memberikan pedoman bagi pemangku

kepentingan baik dilingkungan pemerintahan, masyarakat atau pihak-pihak lainnya.

Kecamatan Winongan merupakan pengampu urusan kewilayahan dimana kepala

perangkat daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah masing-masing

berdasarkan koridor yang ada dari Pemerintah Daerah agar fokus dan mampu
mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pasuruan Tahun 2024 — 2026.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana strategis Kecamatan Winongan

ini adalah:

1.

Sebagai pedoman Kecamatan Winongan dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan
3 (tiga) tahun kedepan;
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2.  Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar
pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya
Kecamatan Winongan;

3.  Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar
semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga
penjabarannya ke dalam program kerja;

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Winongan berikutnya.

Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Winongan 2018-2023
sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang;
1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
1.3 Maksud dan Tujuan;
1.4 Sistematika Penulisan.
BAB ITI GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah
2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4  Kelompok Sasaran Layanan
2.5  Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
2.6  Dikungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD
2.7  Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DAN FUNGSI
3.1 Permasalahan Pelayanan Perngkat Daerah
3.2  Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 — 2026
4,2 CascadingKinerja Perangkat Daerah

BABY  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka
susunan Organisasi Kecamatan Winongan terdiri atas:

a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
» Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
» Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten
Pasuruan sebagai berikut :

~® a0

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Winongan

Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka,
kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah :



Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;

Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Pengekoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;
Pengkoordinasaian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan Desa;
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan
yang ada di kecamatan; dan

Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing — masing jabatan sesuai dengan

susunan organisasi adalah :
Sekretaris Kecamatan

c.

Sekretaris menmpunyai tugas merencanakan,  melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan

pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.

Pelaksanaan dan pengelolahan administrasi umum, kepegawaian, dan
keuangan.

Pengelolahan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
Pengelolahan aset dan barang milik daerah.

Pengkoordinasian penyelengaraan tugas masing — masing seksi dan perangkat
kecamatan.

Pelaksanaan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

1))
B
3)
4)
5)

6)

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :
Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi umum dan kepegawaian.
Menyiapkan bahan pengelolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.

Menyiapkan bahan pengelolahan perlengkapan dinas.

Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan
kepegawaian.

Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :



e.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
Menyiapkan bahan Laporan,Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.

Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.

Menyiapkan bahan koordinasi penyeleseian rekomendasi hasil pengawasan.
Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh perangkat daerah di tngkat kecamatan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan
daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-
undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara
republik Indonesia.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib
administrasi pemerintahan desa.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan
konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap
perangkat desa.

Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada
Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu
Kecamatan.

10) Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Camat.
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1)

2)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta
dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam férum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.
Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap
keseluruham unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai
program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja
Kecamatan.
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3)

Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja
pemerintah maupun swasta.

4) Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan
atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

5) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga
tingkat Kecamatan.

6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.

7)  Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

1) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial,
bantuan sosial dan pelayanan sosial.

2) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka
meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat
dan pemberantasan penyakit menular,

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan
olahraga.

4) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian
lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam
kebersihan.

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat
hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang
hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.

6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.

7)  Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1)

2)

3)

4)

5)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat
beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan
lokal, regional dan nasional.

Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan
peraturan perundang — undangan.

Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan.
Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang
berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.



6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia
Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Winongan sampai Bulan
Desember 2023 (Tribulan 1) adalah sebanyak 16 orang dengan komposisi pegawai
ASN menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Winongan adalah
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.2.1
Jumiah Data Pegawai Kantor Kecamatan Winongan

Komposisi Pegawai *)

A. Pejabat Struktural :
Eselon I1 -
Eselon III

Eselon IV

Jumiah

B. Jenjang Pendidikan :
Pasca Sarjana

Sarjana

Diploma -

SLTA 9

SMp =

sD -

Jumiah 15
C. Pangkat Golongan:
Pembina Utama Muda (IVc) -
Pembina Tingkat I (IVb) =
Pembina (IVa)

Penata Tingkat I (I1Id)
Penata (1Ilc)

Penata Muda Tk. I (I1Ib) 3
Penata Muda (I1Ia)
Pengatur Tk. I (IId) 6
Pengatur (IIc)
Pengatur Muda Tk. I (IIb) -
Pengatur Muda (1la) : =

o O N

M WM

[




Juru Tingkat I{Id)

Jury (Ic)

Jury Muda Tk.I(Ib)

[ Juru Muda (Ta)

Tenaga PTT

SR T

D. Jenis Kelamin

Perempuan

Laki - laki

Jumiah
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Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumiah pegawai di Kantor Kecamatan
Winongan sebanyak 15 ASN dan 2 PTT. Merujuk pada fokus perencanaan pembangunan
Kab. Pasuruan salah satunya adalah peningkatan SDM, maka perlu dilakukan evaluasi
dalam penilaian kualitas SDM sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki

tahun kedepannya.

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistic yang menggambarkan
kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Kompetensi,
Kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berikut nilai IP ASN pada

Kantor Kecamatan Winongan :

Tabel 2.2.1.2

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN

Kinerja dan

DIMENST (INDIKATOR PENILAIAN
no namA ';E":'érgm xoMpETENST | Kaneroa | prseum | o
1 | ABDURACHIM EFENDHY, SKM, MM 20 25 25 5 75
2 | MUNIRUL FUAT, SE, MM 20 10 %5 5 60
3 | ENDANG PRIHATININGSIH, SE 15 15 25 5 60
5 | RUSMINL S.Si 15 15 25 5 60
6 | WAHYU NURSASI, SE 20 40 x5 5 90
7 | WIWIK SRIYANI 5 0 25 5 35
8 | YULIANA SRI UTOMORINI, A.Md 10 0 25 5 40
9 | NURUL AINI 5 0 25 5 35
10 | SYAFTUDIN 5 40 25 5 75
11 | RAHMAT BASUKI 5 0 25 5 35
12 | ABD. MAJID JALIL 5 0 25 5 35
13 | HENY SUPRAPTI 5 0 25 5 35
14 | SAIKHUL HUERON 5 0 25 5 35
15| MU UTOMO 5 0 25 5 35
RATA- 50,36




Dapat diketahui bahwa nilai IP ASN pada Kantor Kecamatan Winongan sebesar
50,36 artinya bisa dikatakan sangat rendah karena capaian IP ASN Kab. Pasuruan pada
tahun 2022 sebesar 54,67 dan target tahun 2023 sebesar 70,02. Hal ini menjadi perhatian
penting pada pemerintah daerah maupun ASN bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM.

2.2.2 Sarana dan Prasarana OPD

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan
tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan
Winongan meliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.2.2

Daftar Sarpras di Kantor Kecamatan Winongan
1. Gedung 4 Gedung
2.  Isuzu Panther 2006 1 Unit
3.  Sepeda Motor Dinas 7 Unit
4. Komputer 6 Unit
5. Laptop 6 Unit
6.  Printer 6 Unit
7.  Mesin Ketik 1 Unit
8. Sound Sistem 2 Unit
9. Toyota Avanza 2012 1 Unit
10. AC 6 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Winongan dapat dilihat melalui
beberapa indikator kinerja :
a. Nilai SAKIP ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan )
b.  Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Winongan dapat
dilihat dari tabel 2.3 dan tabel 2.3.1 sebagai berikut :



TM T-C-Z@-
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Winongan

Kabupaten Pasurnan
Target Renstra
Indikator Kinerja sesuai Target Perangkat Realisasi Capaian Rasio Capaian pada
NO | Tugas dan Fungsi Perangiat| Tarpet | Indikator Daerah Tahun Tahun ke Tahun ke-
Daerah Lainnya
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

(1) {2} (3} {4) (5) (@) {7) (8) (9) {10 {11} {12) (13) (14) (15) (16} (17) {18) {19)
) [Persentase Jenis Pelayanan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% { 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | -

yvang Berkualitas
g [Persentase Desa/Kelurahan 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | -

yang telah dibina

Persentase Konflik yang
3 ltertangani diwilayah 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | -

Kecamatan
4  |Nilai SAKIP Kecamatan 65 67 71 | 733 | 76 |61.24(70.85|73.15| ;597| - | 94% | 106% | 103% | 103% | -




Berdasarkan Tabel T.C-23 dapat diketahui bahwa :

1. Pelaksanaan pelayanan yang berkualitas telah dilaksanakan sesuai target 100% artinya
pemerintah kecamatan winongan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP
dan aspek lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan

2. Pembinaan terhadap aparatur desa selalu dilaksanakan sesuai target pelaksanaan dan
berhasil 100%

3. Jumlah konflik yang ada sesuai laporan telah terfasilitasu atau tertangani dengan baik
sampai dengan penyelesaiannya akhir dengan capaian sebesar 100%

4. Setiap tahun Kecamatan Winongan mengalami peningkatan dalam penilaian Nilai SAKIP
Kecamatan , hal ini dapat diartikan bahwa kecamatan winongan selalu meningkatkan
kinerja sehingga capaian tahun ini lebih dari target yakni 103%



Tabel T-C.04.
Anggaren dan Realisas] Pendsnsan Pelmpanan Kecamainn Winongen

Nubopaten Pesoroan
Anggaran padn Tubun Reallsssl Anggeran pede Raslo anters Realisast dan Ratwn-rota
Urulan | Tehus ke Aoggeras Tehus ke Pertwmbunhan
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2000 2021 2022 2023 | 2019 | 2020 | 2023 | 2022 [2023) Anggaran Realisasi |
L {2} (3] {4 {5} [6) e 8} )] {10} (1) | (12 | 413 § (1) } {19 | (16) i1 (18)
Progrem Urmsam I TR
Eoana
b bt o et Bawroh .
Pervedinan: Gaji dan T ABN Rp -l Jrp  nisosssrs|Rp 2.086.074406|Rp 2083555799 R 2| rp Ry 2002006508 Rp  2,031,766.070 % e | otw | 9Bwe 2093019322 1,538,825,003
P s Admi Folak Tuse  fpp 210800000 R g3L000000|Rp  z47a00000|Re 261830498 Rp  24s240000|Rp  101800000fRp  291,000000{Rs  sesso0gco|Re 261430408 s | 100w | 100 | 100w | o 39,132,872 4,572,672
ok P Rp  aseeomoe|rp 40080000 |mp b0 Re  amssocco]me a7smnoc0| Rp 33880000 [Rp 29900000 | Bp  ss7mocoo|mp  a9,360.000 100% | 1aom | 100t | woos | om 2,535,000 (6,960,000)
imtirvintrosl DR Peranglot Darol = - |
Fenvediaan Pemlatan dan, Pariangkapan Kantor | Rp 105049200 Rp  32,535.788] Rp 12,836,320 | Rp 47,179,080 | Rp 23208,350{ Ry 98,103,200 Ry 51,924.400] Rp 10.849,730 [ Rp 47,004,220 93% | opee | eam | 100w | o% {64,092, 603)
Penyedinan Peralatan Rumah Tangps Ry 720,000 | ¥p 4,112,000 | Ry 676,000} fp 999,100 | Rp 294,000{ Rp 730,000 | Rp 3210000 | ®p 548,000| Rp 999, 100 100% | 7e0 | oe% | ome | on 260,325
Panyudinan Barang Cotakan dan Fenggadan Rp 14,084,000 | Re 8,539,000 | hp 9,415,000 | Rp 9,709,500 | Rp 17 25,0001 Rp 208,950 | Ry &ar2,500 | Rp 9336000 Ry 9,709,300 e7% | 97% | 9w | o | o% {2,515, 550
Penpuiemggamad divasidan Rp 12250000 Rp  6030878i | Rp 26,799,000 | Rp 1,324,000 | Rp soswooo| Re 116188481 Rp  es404202|Rp 25988500 mp 80,504,081 vate | 770 | v | oon | om (41,357,000i
Prhpediamn Joao Penunyfang Vrusan
Pemerintahan Dosralt
::‘;"‘f"”“*““"““"““"’s““"'w‘” Re  3leso000|Rp 43200000 Rp 34,016,148 | Rp 49,480,304 | Rp aszz0000f Bp  @seesw|rp 35002810 Rp 30,580,643 | Rp 40,100,868 sa% | @iw | s0% | Bim | om 14,805,228 573,062
Popediann Jaea Purelatan dun B Rp  #200000| Rp  2.100.000 | #p 2,083,800 | Rp 444025 Fp azo300 Bp  acooooolme  2i0m000]Rp 2,682,500 | Rp 4,190,000 100% | 100w | 100% | sem | on 190,238 {1,057,500)
Pivwneifvarcin Barong M Darrok Peioyang
Gressen Pesmirrrtofom Dasrol
jPeayedinen Jana Peaokibarsan, Blays
Prenelih Pujak Axn Pord Kaerd, Rp  L0O1,285000F Fp  WLO0G.000{ Rp 74,080,180 | Rp 73,358,300 | ”Rp 75,550,800 | Rp #0788 | Wy TRBEANTYHp T0453,435 | Rp 72,731,188 Bgse | oaow | 9Me | oek | 0w {27,295,075) (34,609,124}
Phans Opsraslons] atsu Lapargsn
[ Fecrmiharaan f Rehabilitast Gedung Kanlor dan
Bunguswn Laicnys Rp 421,000,000
dan
3 Sinvargi P dmn
Frlaky giatan B dengan Rp -| Rp - mp 32,520,000 | Rp $,300,000 | Rp <} Rp Amp -t Rp 22,270,000 | Rp 5.529.000 2% o% oo | man [+ 4,725,000 4,148,750
Perangkal Dearmhy dan Instanei Yerio Torkah
Imwwmh
Lo Ty
Hoarvibnast Kuginton Prnbordogom Dead
Peningbmtan Partieipesi M dalam
Fornem Muey F Ponbang - Y - 17,823,000 | Rp - -\ Fp - 17,183,000 % o% a% sas | o 13,367,750 12,887,250
i Do
f -'] di:n:’il;y;h Kocumatan o~ - -l mp 24,280,000 [ Rp 7,330,000 | Rp 47 439,400 | ®p - -l mp 23.580,000] Rp B,77R.000 [ o% 9% | 93 | om 17,349,850 5,084,250
im, Tontare Wasional lodonasis dan Rp .| Rp -l Re 40,006,050 | Rp 8,400,000 | Ry 18,382,0001 Rp |y -| mp 34,484,230 | mp 8,130.000 % o% 8% | v | om 10,988,000 6,097,500
Instansi Yertikal 4 Wikayah Keramatan




Purnbisasr Wawasin Kebangsaan dan
Ketahanan Mariona! dalam reogio
s h Pacroasl
Pelaksnrmap Undang Uncdung Dasar Hagaos N R - N
2Bk Ibmienin Tahun 1949, Felaptart Bp Ry Rp Ry 075,000 | Mp 19,753,400 My .1 Rp Ry 8,936,460 o o oM | ooew | oM 9,994,600 5,703,838
Eh inpoks Funggal Tk sarta P taba amn dan
Fuinslibiviag Keuloban Hegarm Kesatusn
Republik Endenosi
Pt it dicy, Praguassain
e e ]
i Tata F Desa | Rp - | rp -| R Kp 18,813,400 | Rp 31,242,000 Ro -FRp .| ®mp *p 18,810,000 0% [y o | 1000 | om 21,945,550 14,107,500
:—u‘it:ml"?llk:-nu: Tugas, ﬁ:ﬂﬂ»dln Rp Awe e Rp | re 14,658,000 Rp -frp -lmp Rp “ % % o% ow | 0% 3,664,500
Pospilahppatiug Punirintaion dan
TS AL adas
e o7 o Pty Re 84,000,000 | Rp | re | ® - re - 79,069,300 | Rp | re Bp - s | 0w (84,000, {79,069,500)
M'u::-m.‘!-p-im Kloerjs dan Lapsrasn Rp ass.000] Rp 12,000,000 { Rp |re -|rp BE™ - Rp 9,807,000 | Rp Rp - % % (335,000)'
= Poalarduy y Desn 4am
|""'“"""“"""“""“‘"“"“""“““""‘'“‘""m Rp ses2000| R 11090000 | Rp Ir |re A re 9602000 | Rp 11,020,000 Bp Rp B 1008 | 10w (9,882,000} (9,882,000)
[Foordimai Pemberday A Ry 15020000 8p 21325000 | Rp Arp rp Jep 13030000 | Rp 21210700 Re Rpr - 100% | 9w (15,120,000 {15,120
Fauilitani Kegiatan Soain) Magyarakat Rp  181,580.000[ Rp 126,668,400 | Rp | Rp -{®p Fep 1r4ato000 | Rp 117810000 | Re Rp - o | 9% (181,550,000 (174,370,
Fasiliassi dan Koordinesd Pameriaishan Tinglat | o sJe000f Rp 2,875,000 | Rp fp | rp fep 8,344,000 | Bp 2,%75,000] Ry Fp - 100% | 0% (5,344,000 (5,344,000)
Evsatvmes duo Ketartfbam Umsize
Faniliteni dao Koordinasl Paitrobiog gurian
Fasiliums dam Kovrdinas; Penyelsogparaan M 32,780,000 | Rp 13,008,000 | Bp IRp -{Rrp -| Rp 32,730,000 | Rp 12,984,000 { Rp Rp - 100 | 9% (32,?50,000)‘ (32,?90,0001
o Katartihy
! | j




24 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan
untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Kinerja
indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa, masyarakat
umum dan lembaga masyarakat.

Merujuk pada tujuan perangkat daerah yakni “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di
Tingkat Kecamatan” merupakan salah satu poin bagi kecamatan untuk selalu memprioritaskan
pelayanan terbaik. Tahun 2024 -~ 2026 kecamatan winongan mendukung program tematik
Kabupaten Pasuruan pada kategori Stunting. Program kegiatan yang mendukung tematik
stunting adalah Pemberdayaan WMasyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, hal ini merupakan peranan penting untuk selalu
mendukung meningkatkan ketahanan pangan keluarga sehingga dapat mencegah atau
menurunkan resiko stunting di Wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya wilayah Kecamatan
Winongan.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu — isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang

yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarmya serta

memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang  berpengaruh (dipengaruhi dan

mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Winongan yang merupakan dataran rendah dengan kondisi wilayah desa

yang beragam seperti kekeringan maupun kebanjiran. Identifikasi permasalahan
kecamatan Winongan yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

a. Desayang terendam banjir

b. Kemiskinan ekstrem pada Kecamatan Winongan

¢.  Pengeboran air tanah atau sumur bor tanpa meteran
3.2 Isu Strategis

Dari uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan isu strategis dalam pelaksanaan

pelayanan untuk mengatasi lingkungan adalah sebagai berikut :

1.

Perencanaan pembangunan atau pelestarian atau pemeliharaan lingkungan sekitar
dengan lebih sadar terhadap faktor-fakior penyebabnya. Namun ada beberapa
kondisi yang tidak bisa dikontrol adalah cuaca ekstrem seperti hujan lebat dari
dataran tinggi sehingga berpengaruh pada wilayah dibawahnya.

Kemiskinan ekstrem di Winongan masih cukup menjadi perhatian. Dalam
peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah setempat perlu menurunkan
kemiskinan ekstrem tersebut. Hal ini bisa dilakukan dalam pendampingan atau
fasilitasi untuk pengembangan UMKM yang ada mulai dari pelatihan pengambangan
umkm, perijinian bagi usaha yang dimiliki seperti NIB, P-IRT, BPOM dan sertifikasi
halal.

Pengeboran air tanah tanpa meteran yang menjadi perhatian bagi dinas terkait
seperti Satpol PP dan SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dimana perlu adanya
konservasi air tanah dan pengandalian pemanfaatan air tanah. Dampak dari
pengambilan air tanah secara intensif juga beresiko pada pencemaran air tanah
dalam yang bersumber dari air tanah dangkal yang tercemar, maka kualitas air
tanah yang semula baik akan menurun dan bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan atau
di konsumsi.



BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 - 2026

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Winongan mengacu pada sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik® serta permasalahan dan isu strategis
yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Winongan yakni “Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”. Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Kecamatan”. Adapun sasaran renstra Kecamatan Winongan adalah
sebagai berikut :

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan

Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2.  Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 - 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat
pada tabel 4.1.



TABEL T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan

TARGET KINERJA

TUJUAN/ SASARAN PADA
TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE-

2024 2025 2026

2 3 4 5 6 7
Mia & tt;)iraﬁkual h:as Indeks Kepuasan Masyarakat 90 91 92
llzgca{na i (IKM) Kecamatan
Meningkatnya hasil
koordinasi penyelenggaraan .
pemerintahan, pelayanan FersEtiiec it 100 100 100
publik dan pemberdayaan penyelenggaraan kecamatan

masyarakat desa

Meningkatnya akuntabilitas

Kinerjn PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76.50 | 77.00 | 77.50




Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

NO Indikator

Penjelasan / Formula Perhitungan

Kinerja
1 | Indeks Kepuasan | Hasii perhitungan IKM berdasarkan apiikasi e-tamu dengan komponen
Masyarakat (IKM) | penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :
Kecamatan 1. Persyaratan

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

3. Waktu Penyelesaian

4, Biaya/Tarif

5. Produk Spesifikasi Jenis Petayanan

6. Kompetensi Pelaksana

7. Periiaku Pelaksana

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan prasarana

2 | Persentase hasil
Penyelenggaraan
Kecamatan

Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumliah capaian indikator
kinerja program : jumiah program

Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%

Jumiah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

3 | Nitai Sakip
Perangkat Daerah

Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen
penilaian manajemen kinerja meliputi :

1. Perencanaan Kinerja

2. Pengukuran Kinerja

3. Pelaporan Kinerja

4. Evaluasi Kinetja

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021)

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS),
Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level

unit/nenawai vann lahih tinani ka laval nnitinanawai vann lshih randah Qarara naric




BABYV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan

yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai
upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada
di wilayah Kecamatan Winongan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah

perlu adanya analisis SWOT, dimana hal ini bisa manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya.
Berikut analisis SWOT pada Kecamatan Winongan :

Tabel 5.1

Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan :

MEMBANTU

MENGHAMBAT

Strengths (Kekuatan) :

Weakness (Kelemahan) :

Inspektorat Daerah untuk memberikan
kesempatan dalam perbaikan

1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan 1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana
penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan jabatan
2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang yang diampu sehingga koordinasi
3 balk terhadap pengguna layanan terhambat
S 1 3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat 2. Pelaksana yang tidak memahami
g maupun desa dalam pengembangan Standar Pelayanan maupun Standar
kualitas Operasional Prosedur
4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas
Perangkat Daerah
Oppottunity (Kesempatan) : Threats (Ancaman) :
1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah 1. Tidak adanya koordinasi yang baik
dalam penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah  kecamatan
g untuk menjadi lebih baik ' dengan muspika
= 12 Respon dari pengguna layanan untuk 2. Oknum pengguna layanan yang
g memperbaiki kualitas kedepannya tidak memenuhi standar pelayanan
3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari | 3- Nilai SAKIP mengalami penuruan

jika ada kurangnya integritas
pegawai dalam akuntabilitas kinerja

Rardacarkan hacil analicie QAMNOT mala ckratani Aan Fahiiaban Karamatan Winanaan kabaan




Tabel T-C.26.
Tujnan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya |IKM Meningkatkan kualitas pelayanan a. meningkatkan kemudahan dan
kualitas Kecamatan publik dengan memperhatikan : kecepatan layanan publikinformasi
pelayanan di a. Kepentingan umum dan teknologi komunikasi
tingkat b. ketepatan waktu b. peran aktif masyarakat pengguna
kecamatan ;:{ fasilita;f dan perlakuan khusus bagi layI::lan publik d 4 rangllj-:;t &g

FOROE IR perbaikan layanan, sarana dan
prasarana dengan memberikan
akses layanan pengaduan atau kritik
dan saran

Meningkatnya Indeks meningkatkan koordinasi musyawarah yang melibatkan
Hasil Koordinasi |Penyelenggaraen |penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai unsur masyarakat dalam
Penyelenggaraan |Kecamatan pemberdayaan masyarakat dengan mengambil kebijakan untuk
Pemerintahan, memperhatikan : merencanakan kegiatan
Pelayanan Publik a. urusan pemerintahan pelayanan
dan Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat yang
Masyarakat Desa saling bersinergi dalam melaksanakan

tugasnya

b. ketertibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan
Meningkatnya Nilai SAKIP Penguatan komitmen mulai dari staf |Pembinaan SAKIP bagi seluruh pegawai
Akuntabilitas Perangkat Daerah |sampai pimpinan untuk peningkatan |pada kantor Kecamatan Winongan agar
Kinerja Perangkat akuntabilitas lebih berkomitmen untuk meningkatkan

Daerah

akuntabilitas




BAB V1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu
“"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan” sebagai ujung tombak
pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

ol O

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1
sebagai berikut :



[ Proy MNeglaten, den Pead It Wincap
Katupaten Pasnrnan
Target Hinesjs Progmm dan § gha P
Unit Macja
Hondis! Kinerie
Indikator Kinerju Tujuan, Duta Capainm puda akehic Pemmaghat
Frogram, Kegistan |Kinsris Progrom, Kegiatan! Doarab Lolmsi
Tujoan fasarsn Hode dan dao P Rag peia Tahno Awal ata4 2038 2006 prriode Raasten
Bubkeglatan Pubbsglatan dso Subkaglatan Parsacanasn Porangiat Renmagiung.
Daerah Jarornls
Gaaget i Targot L) target Ry R
[in i i3 [ i) _i6]) 7 ia [ 110} (1) 112 {13) {14) (18) {16] (17)
Maatsghatays Harinmey s » . Purssataie
[ Frogram ¥ simmg] T ] Kecamatan | Kecxmaian
pelayngen & m . Urusan P dminisirnsl tuta badola  [oROIeR/IPIAR 100% |Rp 2,834765,040| 100% |mp 9,084,008,182| 100% |mp 2,208.468441| 100% Winongan | Winmngen
:w Do Daseal 1572 daperon Badls badk/ i dusl
-— L) - o
Pengengperon don | P ranoanom, indtifocsior kinapin
Kinorja  |pengumgguson, dan vwwvw 1oo% | mp 1,300,000 | 100% | Ap as0000| 100% |xp 3,307,800 |  100%
Bl anggmeon, don svafuopi
HKoordinaei dan Tersedianyn Laporan pJumlah Laporan
Penyyusunan Laporan  |[Capaisn Kinerja dan Kinerja dan lkhtisar
Copainn Kinerja dan  |ikhtiser Realisasi Kinerja  [Reail Kinerja SKPD dan
Ikhtisas Realisasl SHPL dan Laporan Hewdl  |Laporan Hmal Koordinast
Kinerja 8KPD Koordinansi Peny Py Laporan
|Laporan Capmian Kinerja  [Capaian Kineja dan [khtissr] 13 Dokurmen | Rp 1,800,000 Dokfm Rp 3,150,000 D*l,,"’m Rp 3,307,500 | 3% Dokuren | Rp 7,987,500
dan Tkt Vmemh Realisasi Kinerja 8KPD
Kinerja SKPD
PFaresnicen nporan
A e ] - Resuangen yeng sesul
N uamomn Paraghat | ymaporam 4 Estantae g Rp 3,362.942,708] 100% |Rp 2,809336580| [00% |Rp 2,720,190,629| 100% |Rp 3,568,558,770 100% |Rp B,194,094879
Dwarah - gy it
ittt i, ikl iy
[Penyediasn Gaji dan | Tersedienya Gaji dan Jumfah  Orang  yung 16 16 8
Tunjengan ASN Tunjangan ASHN Menerima  Jaji  den 16
Panjangan ASN Rp 2.080,924,213 Orang/bulan Fp 2,208,466 534 Omnﬁ{bu]a Fp 2,402,880,566 Oml'l:,fbula Rp 4,523,034,454 orang/bulen Rp T214,301.068
erysdim Tersedianys  Administresi |[Juniah Dekumen Hasll 2 12
Acinynistraei Priaksansan T FPenyediaan Adrinistrasl B4 | D64, 485
Pelaksanaan Tugas  |ABN gas Exiomanann Tugas AN Rp 242,708,496 | 12 Dokumen | Rp T,0T8.346 | [ 1P 280,432,269 L | R 294,453,876 | 36 Bokumen | Rp 1,964,
ASH
Peinksanaan r‘iv'e_rlalmnanm [Juirdah Dokumes
P h dan B h dan |Penateusahaan  dan 2 12
Pengujian fVerifikasi  |Penguiien/Yerifikaed FPengujien { Verifinasi 39,720 12 Dokow 43 45,876,600 45,170,430 | 36 Dolumen | Rp 137,739,030
Keuangan SKPD Keuengan SKFD Keuangam SKPD e 90 men | RP #9200 pokumen | FP Dokumen | FP
st Terish i Peramtmes dolearian
epogomer e bty | P s e e 100% Ry 14000000 100% |mp 9975000 100% |Rp  104TATEC|  100%
Pengadann Pabaisn  |Terpedienys Pakaian Sumilah Paket Pakaian
Dinus  beserta Dinas  besarta  Atrbut  |Dines bescrta Atrdbut
Atribut [Kelengoapun Kelengkapern Spalert | Rp 4,500,000
[Kelenghapantiye
Pendidiles dan Terlaksananys Pendididan  pJumleh Pegawai
Pelatihan Pegavws) dan Pelatihan Pegawni Bardasarian Tugss dan
Berdssakan Tugas  [Berdterken Tugae dan | Fangsl yang Meagiuts 3 Pegawal | Rp 2,800,000 | 2 Pegawal | Rp 9975000 | 3 Fogawel | Bp 10,470,780 | 9 Pegawn | Rp 29,548,750
dan Fungel Fungel Pendidiken dan Pelatihan




Unit Harga
Hondisl Kiserfa
odo | Program, Keglatan (Kinecjs Kogiatua| (04fator Kioegh Fojoan, ;  Dats Capadne poda akbie T | Lokeat
Tajnaa dan dao i o TORFAR, B ’“‘_ 2024 a0as 036 pariods Raceira
Bublcegistan Babisgiatan o ¥ 7 Permghat Pessngpuag.
Dacrak Juwslh
gt wp Targel ) arget Bp Target Rp
It 5] 14 2 2] [d] & 19 {10} (n (12 05 {14 (1% {16} {17)
didrrintotrai Umum | Tarsadionga foab P v p .
Peranglot Damrah | umum perangiurt dasral | kebvotihan ummim FD 100% | Rp 142,139,500 | 100% |mp 12996098 | 100% [Rp 180,018,740 Ioow
Penyedioen Peralatan  |Tersedianys Peralaten dan |[Jumiah  Paket  Peralatan
dan Perlengkepar Berlengkapan Hantor dan
Kantor Eantor yang Discdiakan Rp I8, 1658431 4 peket | Rp 42000000 | 4 paket |Rp 44,100,000] 4paket | Rp 46305000 | 12paker | Rp 132,405,000
Penyeciean Peralatan  [Tersedienya Feralatan Lfumiah Pakst Peralatan
iRumsh Tanggs Rumnah Tangga Rumah Tangga yang
| sadiakcan Rp 924,000 4 pakat Fp 1,016, 400% 4 paket | Rp 10672201 4 paket Rp 1,120,581 13 paket | Rp 4,204,201
Penyediaan Barang Terserlianya Barang Jurnlah Paket Barang
Catakun dan Cetakan dan Penggandaan [Cetakan dan Penggandaan
Fen yang DI Rp 17,025,000 4 pakeet Ry 15,727,500| 4paket | Rp 19653878| 4paket | Rp 20,647 D60 14 paket Rp 56,038 444
Fanilitaai K Ter Fasilitasi lJumnlah Laporan Fesilitasi
u Kunjungan Tamo Kunjungen Tamu 12 lagoran | Rp 4,020,000 | 12 mporan | Rp 4231 00C | 12 bwporan | Rp 4432050 | 26 Lagxorun | Rp 12,673,050
Penyelenggaraen Rapet [Terlakaananya Wumish  Laporan
Koordinaai den Penyelenggaraan Fenyelenggeraan  Rapat
Kotieultasi SKFD Rapat Koardinasi den Konsultasi | R 72,160,000 | 12 Iaporan 79,376,000 | 12 laporan | R 83,344,800 | 12 87,512,040 | 36 Laporan | R 250,232,840
Koordipasi dan Konwultasl |SKFD P Rp p 3 laporen | Rp 5 P
SKPD
mmw o - N
. P e -IID "' v Rp - 100%. Rp 23,000,000 100%.
Pamirringh Dosnah
Pengadasn Kend: Tersedianya Kend. Jumlsh Unit kendanaan
Dinas Opermaioral stau | Dinas Oparasional ataus  |Dines Cperasional atau
Lapangan HLapati gan Lapangan yang Discdéalten Rp - Rp -1 tunit {Rp 25000000 |  1unt  |Rp 25,000,000
oA e e Terpenuhinga P ang | M e g
Panunjong Urisen oparasional kantor operslonal kintor yang 100% =p 48,708,220 106% Rp 49,041,531 100% | Bp 51,493,808 100%
Femerininhan Dosrah fdriadin
Penyediaan Jasa ‘Tersedianya Jase [ fumlak Laparan
Ki i Sumb Ikani, Sumber Days |Ponyedinan Jeas
Deya Air dan Listrik  |Air dan Listrik mmd:’;im"“yg’:’ Dy (gp  38,290,000| 12 Laporen | Rp 42,042,000 | £2 taperan | Rp 44,144,100 } 12 Laporan| Rp 46,351,305 | 36 Laporan | Rp 132,537 408
D aociiwbear:
Penyedlaan Jasa Tersedianya Joan wumlah Laporan Penyediann
Peratatan dan Peralatan dan rass Peralatan dan . . 4
Perlengkapan Kantor  |Perlengloapan Parlengkapan Kantor yang 4,240,200 4 ¥ 4, 43 -4 R 14,703,
Kantor o Rp 24 Laporan Rp 664,220 Rp 897431 | | Rp 5,142,508 | 12 Laporan | Rp 954
Pemaiiharann Borang | Teresdicnga BMD gany | Peresntoee DD Fondisl
MKk Dasraf dopat dangom
Petiorang Urusan beropere bt oM | 2p €1,188,7401 100% (xp  110,242997| 1o00% | Rp 89,508,073 | 100%
Pormarintahan Dasrah
[Penyediann Jasa Tersedianya Josa [3umiah Kendaraan Dines
Pemeliharnan, Blayn  |Pemeliharman, Biays Operasional afau Lapangan
Beneliharasn, Pujak  |Pemelinaraan, Pajskc dan  |yang Dipelihara dan
dan Permnan Perizinan Kendaraan Dinas [dibayarien Pajak dan Rp T3,803,400 2 Unlt Rp #1,183,74¢| 1@ Unit |[Rp 85,242,927 12Unit | Rp 89,508,072 M Unit Rp 258,921,740
[Kencdaraan Dinas Op l arau L gan jPeri
IOpendcmal atau
L




Undt Kerjn

Kondixd Kioerjs
» o, Hagist Kisachn P Nagiat IndOestor Kissgie Tojosn, Data Copaden pade alihir Perangiat
Topuan Sasarwn ds0 Bubisgistan dan Subloegistan | POV Progum, Kegiainn| pada Tabua Amal 2068 2026 parinds Remstrn Dacrah Lotenal
dan Bubkagiotun Persncunnan ra— Praaniiueg:
Dasrsh furred
tmrget Rp Target Ry target R Tasget Ry
[THy i3 {4) [ {6} 7} 19) {10} 14 (1) [53), 114) {15 {15) 117)
Pemslinarasn / Rehabill {Teriaksananys WJumlsh Gedueng Keator dan
tak Gedung Kentar Pemelthamman /Rehabilitesi jBangunan Lainnya
den Bangunan LainnyaGodung Kantor dan B 1Unit |Rp 22,000,000 1 Unit Rp 25,000,000
Bangunan Lainnya Dipellhara/ Dirchabilitasi
Urnsan Hewllaynhan
Bidaag K -
Weninghaings fwsil
Jeoordingsl Progmm Meniogiuiays 1. Parventsss Doakuman
pevpelangporastn S | Ponyelenggarann
| painerintahen, . imtnian das Pemerintaban dun Femertntabon yung tepat 100%. T 235,000 100% Rp 7897400 190% Rp 7,977,690 100%
il Gt BB P Pubile Polaysnan Torpadn Gato  |wakte
dlin pamiberdoymom Piata
S L. .- i
2. indels Pelayanan
PO bt i
Palicpomomn Urusan
: Turriochoncmmrager =
MM‘M“ 'm i Py ." Realisan! PRS- T00% 100% 100% 100%
e "I - PRE.PS
Peiakpanean Uresen
l;umﬂnlhmy-na w”':"th urum‘n sait [V1Pah Laporen
terikait 4gn den yarng Pelaksariaan Kewenengan 4 Laparan T\ 236,000 | 4 Laporen | Rp 7,597,800 | 4 Lapormn | Rp 7,977,690 | 12 Laporan | Rp LAY
. gan Kewsnangan Laln
Kewenangan Lain Yang vang DiNmpahkan Lain yang Dilinpahbosn
Diliropehican
o o ‘ SwRye purts { Pacscntase lembage
M o} - 10078 27,197,140 100 Rp 20,808,997 1% Rp IH94, T 100% Rp 18,762,800
Mnsparakat Dosn dan |dean /kofurabinn dess /kelirahan yhug ekt
e Tk pu Ko ¥ Pt {
Fembercpramn Dest | Eagsosen Pamberdoy Parnbe ey B owqy or—omi;
Dewx deongem Ballke oy ditindaicionfutt 100% 23,107,1401 100% |Ep  33200997| 100% |mp  a44raer|  100%
[Peningkatan Partisipasi| Meningketnyn Pactinipasi  umilsh Lembaga
Masyarakal delams Masyarakat dalam Forum  [rasyarakat
Ferum M Muay Per Berpartisipas] dalam Forum
Posencanaan Perribangunan di Dess eusyawarah Perancanaan 5 Lambags 13,000,000 5 Lembega | Rp 13,650,000 | & Lembaga | Rp 14,232,500 | 15 lembuga | Fp 40,982,500
Pembungunan d Desa Pembangunan dl Desa
Peningh E (Meningh ya Efeltifitas  Rumlah Lap Peningketan
Lan kegl Perberdag "
Pemberday Masyursiat & Wisynh Femberdayaan Masyarakst | Rp (69974001 4 Lagomn ©.197.140] 4 Laporen | Rp 9,655,997 | 4 Laporwn | Rp 10,129,847 | 12 Laporan | Rp 28,550,984
M i Wilayah [Kecamatan di Wilayah Kecamaian
| Pentberdagam dan | Teriakienaga Juimiloh Kehmrpa yomg
ook Fomier e don e i wid Prbero pelagremey
ey Tiegeast sy Hetutrga | dion Kasejer 100% 5,000,000 100% |Rp 2350000 | 100% |=p 5,512,800 100% |Rp 18,762,500
Rasousnoban dom Kolworpa
Ka
Kc“‘"hlu ;;#‘ Peagan  |ketshanes sngan keluargs. [mengikut M‘l}'m‘ 3 Yo 5,000,000 | & keluarga | Rp 5,250,000 | 8 ketuarga | Rp 5,512,500 | 94 Ketuargs | Rp 18,762,500
Program Moordimasd [ - R
Hatant: dan ™ o e =t W > 100", S0,817,200 1007 Ry 32,039,060 100% Ry 58,474,712 100%
Ketarthban Umum  [dam Metertibas Umam  [PUASE%S Trantibam




Noadhd Ninsrs Ysit Mazj
Pu
Pocitram, Maginina mmmfmlmm poda Tabun Al pouscrall BN
dan Babkegistan dae, Bubkagintan dnn Subient periods Raustrs in .
Jmormiy
tangst Rp Target Rp target L J
] ] ol 19 ] {10} 1Ly 112) L15] 1141 (16} (17)
o ! g . g Py a4 gy b=l
Koondinas Ketant ctrtbrdhiutd ko ) r
L ata . Eatwrtitem Ui bt et 100% 48,317,200 100% 47,883,060 D% 44,962,213 100
Kwhertiben Unum akamgen beallk
Sinergivet: dengan Terlaksapanys Simergltas  [Jumish Laporan Hostl
Kepalisian, Megars dengan Hep Ng:uSJ,‘ dengan Kepolisi
Repubslik Indonesia,  [Republlk Indonesia, Megara Republik Indanesia,
tave Neionsl e § : Vertioal ol TN dan Inatane Vertiial & 12 Laporan 20,187,200 12 Lapotan 21,196,560 | 12 Lapotwn 22,256,388 | 35 lapoyan
Tk im cher, Foed yah K Wileyah Kecamatan
Vertlical i Wilayah
Harmonisas T&hm::myn Harmanisasl [Jumiah Lapaoran
Hubungen dengan Hubungen dengen Tokah  |Pelal h isasi
keh Agama dan Agarme dan Tokoh Hubungan dengan Tokoh 4 Laporan 28,130,000 4 Laporan 26,386,500 | 4 Laporan 7. TO8AZ3 | 12 Lapomn
Mool Maayera Masyarak Agama dan Tokoh
Enord. M oty cikmn | TievBak iz Roondinoel | Fersantms pensropoan dan
Persgpaicom Parda dom | Py dian Purisagraiiom | prenepalem perde den
Pavinda Pevictwran Danreh dan |parionia pomg tariladesr
Perosturan Kepaks Dosrah 0 5000000 100% 100% 100%
‘Jimm.; Sinengi Dongan|Terlaksananys Jundah Lagonan
Ferangkat Dacrah yeng|Kocrdinasl/ sinergi dengan  |Koordinasi/ Sdnergl dengsn
[Tugas dan Fungsinys  |Perangkat Decrah yang Peranghat Deerah yang
i Bidung Pamegaknn  $Tugas dan fungsinys gas dan Fungaloym di
Iy Perundatg |bidang Pancgal Bidang Penagaian
Undangan danfetan  |Peretunan Perundang IPerataran Perundan g t Lapovan B,000,000| 1 Laporan 8,250,000 | 1 Laporan 5,512,800 { 3 japomn
Iliapnlllian!‘esum dangan danfat Undangan den/ atau
Republik Indonesia Kepolislan Megera Republik |Kapolisian Negara Republik
Indonealn Trvch !
[Program
Pervantass Ronfil AARA
s e ingkatays Noroh®Ra2 |yang disslssalican seamel 100% 19,832,740 | 1009 14310427 100% 14,920,948 | 100%
[ T Kewenangan
'.!'... [ [ Jaimish Faserts pag
Tom reruat Wansrsen Eabongwons don .M“ ""““m“" nrincar P 100% 13,533,740 100% 100% 100%
w Espabz Fatodwmtom Narlonal Ketaiwmon Mariona?
Parnbt 1ad e et [Jurnfah Crang yang
Kebangsasn dan (Wawsaan Kebangsaan dan |Mengikbuti Pesphinean
Ketah Hasional  JKetan MHamionat dab Kebangsasn dan
cbadeamy ran ko o b Bk Ketah Neaional dalam
M ik Pengmmakan P il rangkn Mementapkan
Pengumulan R ila, [P UUD Begara  [Pengamalen Pancasila
Pelakmanaan Undang- |Repubilk Indanesia Tabun  [Pelaksansan DUD Negaa
Undang Dasar Negars |1945, Petentarian Bhininska Republil; Ind Tahun 100 Orang 13,533,740 100 Orang 14210427 | 100 Orang 14,920,948 | 300 Orang
Repubilk Indonesia [Tunggel fka serta 19435, Pedestarian Bhinneke
[Tahun 1948, Pemertahanap dan Tunggal lies eria
Pelestarian Bhinnekn  |Pemsliharasn Keutuhen FPemertahanan dan
‘Tunggsl Eke acria Megara K Repoblik |Pemeliharsan Keutuhan
fPermertahanan dan indonesa Negera Kesdtuan Republik
I&mﬂihlm Indonesia
Keutuham
Progrem Pemb L yya thin joeloln | taae Lo
Peag L s Desn Basn deagan Admintstrvsl 1009% 89,718,500 100% 42,704,218 |  100% 45,009,426 100%
et el el Daas yang Bafk




Hondisl Kinerfs

Indizator Nisesris Tojusa, Date Perangiat
Tojas gt Winerds Profram, Fagletns] pasarna, Program, Kegiatan| pada Tabun Awat . p— ;m’.‘.u.mnn.m Dasceh Lokesl
dan Sobisrgistan Perencanasn Forangient Pensogguag-
Dwareh i
targnt Rp Terget, Rp target Ry Torget b
IH] 5] 3 (2] ] L il 119 J1i) 112 (13} 4] 115 (15} [17)
FasiBios,
ek i o, T rficak ye Fouilitas), |7 Fanll Footlibasi,
ool i [ e 100% [Rp  mTIRI00] 0% [Rp  GaTO4IS| 100% |Rp  4s0o9ea6| 100%
= Desa Dengmn bolk: awn g o ity ol
P ] e, Diuie
Pesilitasi Penyustioan ;:m’: Rl Jupdsh Dokumen Peraturan
Pargturan Desa dan Deaa dan P = Desa den Peraturan Kepala 2 Dokumen | Rp 26,000,000 | 2 Dokumen 11,300,000 | 2 Cokumen | Rp 13, 865000 | 6 Dokumen } Rp 49,165,000
Peraturan Kepala Desa Deas Kepela Dess yang dihesilkan
Fasiiltani Acknini [Terd Fasllicasi MNumleh Dolumen
Tata Permerintahan jAdministrasi Tata Adiminlgtrasi Tace
Deaa Peraerintahan Desa Pemetintahen Desa Rp 15,995,000 | 4 Dolumen | Rp 17,594,500 | 4 Duloumen (8,474 225 | 4 Dokumen | Rp 19,397,936 | 12 Dolkuren | Rp 5544606 661
[Fesiiizasi Peler For Fasilitasi  [Jundah Dokumen Fasilitast
FPemilihan Kepaia Deaa |Petaksanann Pendiihan dalamn rengks Peakeanasn
Repala Dean Pemiliban Kepala Desa 5 Dokumen 16,000,000

Foellitast F Tord va Fagilitasi _|[Jumiah Dokumen Fasilitasi
[Tugs, Fungai, dan Pelakeanaan Tugas, Pungsl, |delam ningha Pelaksanaan
Kewnajiben Lembaga dan Kewajlban Lembags  [Tugeas, Fungsl dan 58 = a0

iy 1Kﬂ Kewaiiban Rp 14,658,000 | 4 Dolmmen | Rp 165,123,800 | 4 Dolumen 185,929,990 | 4 Doloamen| Rp 17,775,490 | 12 Dokumen | Rp B30, 280

Ketnawyarlatan
i




BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Winongan mengacu pada indicator kinerja

tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

Kondisi Kondisi
Kinerja pada Target Capaian Setiap | Kinerja
awal periode Proyeksi Tahun pada
NO Indikator RPD Tahun 2023 akhir
Tahun 2022 2024 | 2025 | 2026 "ek";":e
(1) (2) (3} 4 (5) (6) (9
Tujuan
Indeks Kepuasan
1 | Masyarakat (IKM) 89,43 89,65 90 91 92 93
Kecamatan
Sasaran
Persentase hasil
1 | penyelenggaraan 100 100 100 | 100 | 100 100
kecamatan
Nilai SAKIP Perangkat
2 Daerah 75,27 76,00 76,50 | 77,00 | 77,50 78,00

Dalam RPD Kab. Pasuruan tahun 2024 - 2026 penentuan indikator kinerja untuk
mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan , pelayanan publik dan

pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini dapat
diuraiakan menjadi 2 indikator yaitu :

1. Presentase hasii penyelenggaraan kecamatan dengan target tahun
2024 - 2026 sebesar 100%

2. Nilai SAKIP PD seperti pada tabel diatas




BAB VIII
PENUTUP

Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan tahun
2024-2026 dan dasar penyusunan Renja Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk menjamin
keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2024 — 2026.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



